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Mengingat

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah  Tingkat II
Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



10.

11.

12.

13.

14.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, dan
Nomenklatur Perencanan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor
7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten
Nomor 10);

Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 3 Tahun
2022 tentang Rencana Pemerintah Daerah (RPD)
Provinsi Banten Tahun 2023-2026 (Berita Daerah
Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2015,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor
6);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun
2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang
Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kota Tangerang Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota



Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2013 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tangerang Nomor §8) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tangerang 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota
Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3),
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor S5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota
Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 5);

24. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Tangerang
Tahun 2023 Nomor 15);

25. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Tangerang
Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.



10.

(1)

(2)

(1)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan
lain yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan
pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di
daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat
Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 disusun dengan maksud dijadikan

sebagai:

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Renja Tahun 2023;

b. landasan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dalam
rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan tujuan untuk digunakan dalam
perencanaan 1 (satu) tahun anggaran Tahun 2023.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat
tentang:

a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
b. program prioritas pembangunan Daerah; dan
c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.



(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan
Daerah.

BabIV : Sasaran dan  Prioritas Pembangunan
Daerah.

BabV  : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah.

Bab VII : Penutup

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 dimulai pada tanggal 1
Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

BAB III
PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

Perubahan RKPD dapat dilakukan dalam hal :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan
sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan
prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun
berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 11 Juli 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang

pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 67



